PERATURAN BUPATI SITURONDO
NOMOR & TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAR

Menimbang

Mengingat

TAHUN AMNGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sebegai pelaksanamn ketemtwan Pasal 7 Permtorsn Daemmh Kabupaten
Situbondo Nomor 03 Tabun 2011 tentang Anggaran Pendepatan dan Belanjs
Dmeraly Tahun Anggaranm 2011, maka peru ditetapkan Peratoran Bupab
Situbondo temtang Penjabaran Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tabun Anggaran 2011.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 teniang Pembentukan Daergh-
dacrah Kabupaten dalam lingkungan Propingi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talum 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9),

2. UndangUndamg Nemor 12 Tabum 1985 temtsng Pajek Buwmi dan
Bangunan {Lembaren Negara Eepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 12 Tabun
1994 tentang perubahan atas Undang-Undapg Momor 12 Talum 1985
tentang Pejak Bumi dan Bangunan (Lembarsn Negars Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tabun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Aias
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 1997
Nomar 44, Tambahan Lemnbearan Negera Republik Indonesia Nomor 3685)
sehagaimana ieleh dinhah dengen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Bea Perolehan Hak Atns Tanah dan Bangunan (Lemnberen Negrma
Republik Indonegia Tabum 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 3688);



19.

11.
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13.

14.

z

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ientang Penyelenggaraan MNegara
yang Bersth dan Bebas deri Konwyesi, Kodusi dan Nepotisme {Lembaran
Negaca Republik Indonesia Tashvn 1999 Nomeor 75, Tambehan Lemberan
Wegara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Noowor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembarun Negara Ropublik Indonesia Tehut 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembearan Negama Bepublik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahen 2003 ienteng Sistem Pendidikan
Nasionat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Megara Repobiik Indonesia Nomar 4301}
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 temtang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indrmesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-lndang Nomor 10 Tahun 2004 fentang Pembentukan Peraturan
Peruniang—mxlangan (Lembaran Negara Republik indonesia Talwm 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor §5 Tehun 2004 tentang Pemeriksesn Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuanpan Wegara (Lembaren Negarma Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tumbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomwor 25 Tahum 2004 tentang Sistem Perencanasn
Pembanpunan Nasionel {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tepiang Pemerimiahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesie Tahon 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sehagaimana telah
diubah dengan Undang-tndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaban
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daarah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 59,
Tambahen Lembaran Wegara Republik Indonesia Nomar 4844);
Undeng-Undang Nomor 33 Tahun 2{X} tentang Perimbangan Kenangan
Amara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daemh (Lembaman Negam
Republik Indomesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undeng Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negata Republik Indonesia Tabun 2009
Nomor 130, Tambahen Lemhsran Negara Republik [ndopesia Nomor
5409,

Undang-Lindang Nomwor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Tembaran
MNegara Republik Indonesia Nomaor 5063 )
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15. Peraturan Pemerintah MNomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemetinteh Daerah Eabupaten
Penaruken (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 3§);

16. Peraturan  Pemerinizh  Nomor 109 Tahun 2000 temtang XKedudukan
Keuangan Kepala Daersh dap Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
‘Tahun 2000 Nomor 218, Tambshan Lembaran Negam Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpingn dan Anggota Dewsn Perwakilan
Rakvat Dasrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2004 Nomor
00, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4416)
scbagpimana telah beberaps kali diubsh terakhir dengan Peraturan
Pemenintah Nomor 21 Tabun 2007 lentang Perubshan Ketigh atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesiz Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpisan dan Anggota Dewen
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

18. Peroturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layenen Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nemor 48, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43502];

19, Pevaturan Pemerintah Nomor 54 Tahum 2005 tentang Pinjaman Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintsh Nomor 55 Tahun 2005 temtang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 137, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesie Nomor 4575);

21. Pergturan Pemeriniah Nomor 56 Tahun 2005 tenteng Sistem Informasi
Keuvangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenninh
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubshan atns Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tehun 2005 tentang Sistem Informasi Kevengan Daerah,
(Lembaran Megara Republik Indonesiz Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonezia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomaor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepacda Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Talnm 2005 Nemor §39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23 Peraturan Pemeninak Nomor 58 Tulum 2005 tentang Pengeilolsan
Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesie Tahun 20035
Nomor 140, Tambahan Lembaren Megara Republik Indonesia Nomor
4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20035 1entang Pedoman Pepyusunan
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal {Lzmbaran Negaa Republik
Indonesia Tahun 2005 Mamer 130, Tanbahan Lemnbaran Megara Republik
[ndonesia Nomor 4583);



25. Persturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negnara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negar Republik indonesia Nomor 4587);

26, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Talum 2(X)6 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Dasrah (Lembaran Negara Republik Tndonesie Tahun 2006
Nomar 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

37. Peratyran Pemerintah Momor 79 Talwn 20035 tentang Pedoman Pembrinaan
dan Pengawasan Penyelenggarasn Pemerintzh Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Talwm 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintzh, Laporan
Keterangan Pertanggungjawnban Kepala Dsersh Kepada DPRD dan
Informasi Laporan Penyelenggaman Pemerinthan Daerah  kepada
Magyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2007 Nomor 19,
Tambatan Lembaran Negars Republik Indomesia Nomor 4693 ),

79. Peraturan Pemerimtah Nomor 35 Tabun 2007 tentang Pembagian 1'misan
Pemerintahan amiara Pemerintah, Pemermtahan Dasrah Propins, dean
Pemerintaban Dacrah Ksbupatenw/Kota {Lembaran MNegara Republik
tndopesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik
Irxdonesis Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintzh Momor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolasn Usng
Nogara/Dacrah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor
$3, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

31. Peraturan Pemerintdh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Tembaren Negars Republik
Trdonesia Nomor 4315);

1} Perabaran Pemenntah Nowor 48 Talom 200 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambehan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4864);

33, Peruturan  Pemterinteh Nomor 5 Tahum 2009 wntang Bantusn Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

34. Peraturan Pemerinteh Nomaor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dun Pemanfastan [nscatif Pemunguan Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negers Republik Indonesie Tahan 2010 Nomor 119, Tambahan
I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161,

35. Peraturam Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntensi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomoer
123, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165},
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36, Peraturan Menteri Dalam Megeti Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah schagasmana telab iliubah dengan Peraturan
Memteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubaban Atas
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tenteng Pedoman
Pengelolaan Keuangen Daerah;

37. Perataran Menieri Dalam Negeri Nomor 17 Tahua 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolazn Barang Milik Daerah.

18. Peraiman Menteri Dalam Megeri Momor 21 Taham 2007  tentang
Pengelompokan Kemampuan Kewmgan Daersh, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggumesn Belanja  Penunjang  Operasional
Pimpinan PRI serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Xomunikasi
Intensif dan Dann Operasional;

35, Pernturan Mevleri Dalam Negeri Nomor &1 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tekniy Peagelolaan Keuangan Badan Laysnan Umum Daersh.

40. Peraturun Mcenteri Keuangan Nommor 84/PMIC 0772008 tenmtang Penggunaan
Dana Bagi [zsit Cukai Ternbakan dan Sanksi atas Penyalahponasn Alokasi
Dana Bagi Hasil Culai Tembakeu;

41, Peraturan Menteri Dalam Negers Nomor 37 Tebun 2010 tentang Pedoman
Penyasunan Angparan Pendapatan dan Balnnja Daerah Tahin Anpgaram
2011;

47, Pesaturan Memieri Keuangan Nomor 149/PME.07/2010 tentang Batas
Maksimai Defisit APBD dan Batas Maksimal Komuletif Pinjaman Dagrah
Tahun Anggaran 2011;

43. Peraturan Diaerah Kebupsien Situbondo Nomor 5 Tahum 2003 tentang
Pendinian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah
sehagrimana telah divbah Jengan Pematuran Daerah Kahupaten Situbondo
Nomor 5 Tahun 2007 temeng Pervbahan atas Peramran Daersh Kzbupaten
Sintbonde Nomor 5 1ahun 2005 emtang Pendivian Perseroan Terbatas (P
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syarigh (Lembaran Daemh Kabupaten
Situbondo Tainmn 2007 Nomor 5);

44 Peraturan Daerah Kabupaten Sitabondo Momor 1 Tahun 2005 tentang
Kedodukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Davrah (DPRD) Kabupsten Situbondo (Lembaran
Dacrah  Kobupaten  Situbondo Tahur 2005 Sed A Nomor 01)
schagaimana telah divbah dengan Peraturan Daetab Nomor 5 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peratsran Daerah Nomor 1 Tabun 2003 tentang
Keduwioken Protokoler den Keunngan Pimpinan den Anggoin Dewan
Porwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Situbondo
{Lembarem Dasrab Talnm M5 Sery A Nomer 6):

45, Peraturan Dacrah Kabuparen Sttubondo Nomor 2 Tahun 20806 tentang

Kedudukap Keummgan Kepola Dasrah dan Wokil Kepala Dacrab
{Lcobaran Dacrah Kabupaten Situbondo, Sen E Nomer 1);
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44, Peraturan herah Kabupaten Situbondeo Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Bantuas Keuangan kepada Partai Palitik (Jembaran Daerah Kabupaten
Situbondn, Ser E Nomor 03);

47. Peravaran Dnersh Kabupaten Simbonde Womwor 17 Tahun 20 tenmang
Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Deerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2( Nomaor 13};

48. Peratarsn Docrah Kabupaten Sitwbondo Momor 2 Talum 2008 tenwang
Urusan Pemeriniah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tatnn 2008 Nomor 2);

49, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomeor i3 Tahun 2008 tentang
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan 12acrah {Lernbarun Duerah Kabopaten
Situbondo Tahun 2008 Nomoar 13);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Siubondo Nomor 1 Tahon 2(H1 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tabun
2010 tentang Investasi Dacrah Kabupaten Situbondo Tabun Anggaran
2010 (Lembaran Dasrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 1);

51. Peraturan Dacrah Kabupaten Sitaboodo Nomot 2 Tahun 2011 tentang
Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo {Lembaman Daerah
Kabupaten Situbopdo Tahun 2011 Nomor 1);

52, Perplurun Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Svtubonde Tahun
Angparan 2011

53. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2010 tentang Rencana Kena
Pemerintah Deerah (RKPD) Kabupaien Situbondo Tahun 2011,

54, Persturan Bupati Siwbondo Neomor 83 Tahun 2010 wopiang Rencena
Pecmbangunar: Jangka Menengah Dasrah (RPIMID)) Kabupaten Situbondo
Tahun 2081 - 2015,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TIAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasl1

Anpgaran Pendapatan den Beltama Plaersh Tabun Anggaran 2011 tevdin dan ;

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 30.800.616.202,76
b, Dana Perimbangan Rp, 623.338.812.801,00

¢. Lain Lain Pendapatan Daerab yang Sah Ry 130294 7767.545.00
Jumish Pendapatan Ep. 804.364.196.548,76




2. Belanja

B Belamja Tidak Langsuong
Belanya Pegawai
Belanja Bunga
Beltnja Hibuh
Beianja Banman Sosiai
Relanja Bantuan ¥.cuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahara Desa

A. Belanja Tidak Tarduga

7. Belanja Bantuan Kevanpgan

umlah Belanje Tidak Tangsung

b. Belania Langsung

Belamja Pegowa

S0 e A

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Jumlah Retanja Langaung
Jumlah Belanja

Sarplus/(Defizit)

3}, Pembiayaan

a. Penenmaan

b, Péngeluaran
Jumilah Pembinyaam Neto
Sisa Lebih Pembiayaan Anpparan

Pasal 2

Rp. 456.855.108.744.57
Rp. 15.000.000,00
Rp. 27.460.394.000,00
Ry, £7.041.548.000,00

Rp  23.474.800.000,00
Rp.  5.631.022.896,07
Rp 791.442.677.08
Rp. 331.269.316.317,64

Rp 40.497.923.090,70
Rp. 141.704236207.50
Rp. 152.690.359.449.97
Rp. 334.392.518.74%,12
Rp. §66.161.835.065,76
Rp. (61.797.638.517.00)

Rp 111.360.994.682,00

Rp. 6.435.000.000.00
Rp.105,425.994.682 .00

Rp. 43.628.356.165,00

Diari jumlab Sisa Lebih Pembiayaan Tabun Berkennan {SILPA) sehesar Rp
43 628.156.185,00 (empat puluh tiga millar enam rahrs dua poluh delatan
jula tiga rats Jima puluh cnam ribu seralus enam puluh lima rupiah)
sehagnimena dimaksud pasal 1 angka 3 masih dalam proses hukum sehingga

tidak dapat dipergunakan.

Pasat 3

Ringkasan Penjsbaran AFPBI) sebapmmana dimaksud dalam Pasal |1

tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Paszal 4

Penjabaran APBHL) sebagaimana dimaksud dalam Pasat 1 dicinci lcbah kanjut

dalam Y.ampiran 7T Peraturan Bupati ini.



al W

Pasal 5

Lampiran schagaimana terscbut daiam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidek terpisahkan dan Peraturen Bupat int.

Pazal 6
Pelaksanaan penjabaran  APBD yang ditctapkan dalam peraturan im
dituangkan lebih fanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Seman Kerja
Perangkat Daerab sesuai dengan ketentuan penundang-undangen.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mudai berlaku pada tanggal diundangkan
Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penpundangan Peraturen
Bupati ini dalam pencmpatannya dulam Berita Daerah Kabupaten Situbendo.

Dritetapkan di Eltuhmldl:: _
pedatanggal ;. ' TG0

Diundangkan 4i Sltubaudn
peda tenggal /' T

ADI WITOND, §. T MM
Pemhing Uiama Muda
NIP. 19541610 197603 1 010

BYRITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2611 NOMOR 1&
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